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Abstrak
 

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN

mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera

setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris

terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris.

Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini

mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh

kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa

UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat

tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk

menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris

juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara

pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian

untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan

perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif

memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan

akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan

mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

......Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and

procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary

Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed

has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of

the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using

the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly

analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue

which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations

(Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that

the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a

violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed
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only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a

compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the

Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to

the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work

performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must

maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the

Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations,

actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed

so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the

General Good Corporate Governance.


